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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2021/PA.Ab

PE N E T A P AN

Nomor 267/Pdt.P/2021/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mohammad Wasahua Bin Akip Wasahua NIK, 8101130301760001, Tempat

Lahir di Kabauw, tanggal 11 Maret 1976, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kabauw

Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah,

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I;

dengan

Saripa Tama Binti Bima Tama NIK, 8101134207760001, Tempat Lahir di

Kabauw, tanggal 21 Oktober 1981, Agama Islam,

Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Alamat Desa Kabauw Kecamatan Pulau Haruku,

Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan

permohonan Pengesahan Nikah melalui suratnya tertanggal 8 September,

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2021/PA.Ab

267/Pdt.P/2021/PA.Ab, tanggal 14 September dengan alasan-alasan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa

Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pada

tanggal 08 Juni 1998 secara syariat Islam;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir empat Orang

Anak masing-masing bernama :

a. Fadli Wasahua

b. Nurfiani Wasahua

c. Fauzan Wasahua

d. Fendi Wasahua

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Risyaiman

Karepesina selaku Penguhulu Masjid di Kabauw dan yang menjadi Wali

Nikah adalah Bima Tama (Ayah Kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin

berupa Rp. 500.000 dibayar tunai;

4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua

orang yang adil, masing-masing bernama Umar Ali Karepesina dan Ahmad

Indra Pattikupa;

5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah

perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram

yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai

sekarang;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah

ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama

selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II

hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

8. Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan

Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya

menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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PRIMER :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di

laksanakan di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku

Tengah, pada tanggal 08 Juni 1998 secara syariat Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut

Pengadilan Agama Ambon telah mengumumkannya melalui Papan

Pengumuman Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman

Pemerintah setempat, dengan memberikan tenggat waktu 14 hari untuk

memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas

permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan

surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan

oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para

Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

B. Saksi:

1.Ramli Wasahua Bin Aputi Wasahua, Umur 57 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman Di Desa Kabauw, Kecamatan

Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah

Tetangga Pemohon I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2021/PA.Ab

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II

pada tanggal 08 Juni 1998;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bima Tama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Risyaiman

Karepesina selaku Penguhulu Masjid di Kabauw disaksikan oleh dua

orang saksi masing-masing bernama Umar Ali Karepesina dan Ahmad

Indra Pattikupa dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000

dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan

pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan

hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah

terjadi perceraian;

- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan

Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

2. Sindir Wasahua Bin Rohobuji Wasahua, Umur 55 Tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman Di Desa Kabauw Kecamatan Pulau

Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah

Tetangga Pemohon I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2021/PA.Ab

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II

pada tanggal 08 Juni 1998;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bima Tama;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak Risyaiman

Karepesina selaku Penguhulu Masjid di Kabauw disaksikan oleh dua

orang saksi masing-masing bernama Umar Ali Karepesina dan Ahmad

Indra Pattikupa dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000

dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan

pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan

hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah

terjadi perceraian;

- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan

Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup

dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup

ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak

terpisahkan dari petetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Ambon telah

mengumumkan permohonan Para Pemohon melalui Papan Pengumuman

Pengadilan Agama Ambon dan Papan Pengumuman Pemerintah setempat,

tanggal 14 September 2021 dan selama pengumuman berlangsung tenyata

tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan

Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim

berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima

dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon

adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada

tanggal 08 Juni 1998 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam.

Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus

perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

yang dapat menghalangi pernikahan, dengan dinikahkan oleh Bapak

Risyaiman Karepesina selaku Penguhulu Masjid di Kabauw dan yang menjadi

wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bima Tama, dan

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umar Ali

Karepesina dan Ahmad Indra Pattikupa, maskawin berupa uang sejumlah Rp.

500.000 dibayar tunai dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan

tetap beragama Islam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalill- dalil permohonannya

tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi, terbukti Para Pemohon

adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pulau Haruku,

oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

Ambon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar

telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi pernikahan tersebut tidak

tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehinggga Para

Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal

pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan

buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus akta

kelahiran anak Para Pemohon dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon

dipersidangan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat

untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg),

dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide

Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan

saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa

ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II

yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1998 yang dilaksanakan di

Kabauw, Desa Kabauw, Kecamatan Pulau. Haruku, Kabupaten Maluku

Tengah;

- Bahwa para Pemohon dinikahkan Bapak Risyaiman Karepesina selaku

Penguhulu Masjid di Kabauw dan yang menjadi wali nikah yaitu Ayah

Kandung Pemohon II yang bernama Bima Tama dan disaksikan oleh dua

orang saksi masing-masing bernama Umar Ali Karepesina dan Ahmad Indra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Pattikupa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000 dibayar

tunai;

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah Perjaka

dan Perawan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim,

dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada

yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan

kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian

hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan

yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974

sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi

SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد البولى لنكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya

wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab I’anatul Thaalibin Juz IV

halaman 280 yang artinya “pengakuan pernikahan oleh seseorang harus

dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang

saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat

sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbangbahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh
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para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang

nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan

sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan

permohonan Para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan

Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada

petitum angka (2) surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam

yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mohammad Wasahua Bin Akip

Wasahua) dengan Pemohon II (Saripa Tama Binti Bima Tama) yang

dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1998 di Desa Kabauw, Kecamatan

Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mursalin
Tobuku. Sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Drs.
Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
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Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Nurdiana Latuconsina,S.Ag. Sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II

Hakim Anggota. Ketua Majelis.

Ttd Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Proses Rp. 75.000,00

3. Panggilan Rp. 155.000,00

4 PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 20.000,00

5. Redaksi Rp. 10.000,00

6. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah )
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